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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum 

yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap adalah Pihak yang 

menang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke 

Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Setelah permohonan eksekusi 

dimasukan maka pihak pengadilan selanjutnya akan mengeluarkan 

penetapan anmaning, Apabila dalam proses anmaning tersebut pihak yang 

kalah atau tergugat secara sukarela mau membayarkan ganti rugi kepada 

penggugat sesuai dengan isi putusan, maka pihak pengadilan tidak perlu 

melakukan eksekusi secara paksa kepada pihak tergugat, namun apabila 

pihak tergugat tidak mau membayar ganti rugi tersebut, maka dalam jangka 

waktu 8 hari setelah anmaning tersebut dilakukan tergugat masih tidak mau 

membayar ganti rugi tersebut pihak pengadilan akan melakukan upaya 

paksa kepada tergugat. 

2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan 

Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap 

adalah pihak yang kalah tidak ada uang atau asset untuk membayar ganti 

rugi tersebut, yang mana pengadilan juga tidak bisa terlalu memaksakan 

agar pihak yang kalah harus tetap membayar ganti rugi tersebut.  

3. Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar 

Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan 
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Hukum adalah atas dasar permohonan permintaan eksekusi Ketua 

Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi 

memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi 

secara paksa. Adapun bentuk upaya eksekusi secara paksa yang dilakukan 

adalah melakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat atau pihak yang 

kalah dan barang yang disita tersebut akan dilakukan penjualan dan 

terhadap hasil penjualan atas harta yang dijual dengan cara di lelang tersebut 

akan diberikan kepada Penggugat atau pihak yang menang sesuai dengan isi 

putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

B. Saran 

1. Kepada para pencari keadilan atau pihak yang ingin mengajukan gugatan 

kepada orang lain, alangkah baiknya mencari tahu asset-asset yang dimiliki 

oleh orang yang akan digugat agar waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan 

tidak sia-sia. 

2. Kepada Pemerintah agar dilakukan penyuluhan tentang hukum kepada 

masyarakat supaya masyarakat mengetahui positif dan negatif dalam 

berpekara di Pengadilan. Sebab tidak semua pihak yang menang menerima 

keuntungan dan tidak semua pihak yang kalah menerima kerugian.  
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